
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal  36 ayat
(1) dan (2)   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana maka
perlu mengatur Kajian Risiko Bencana dengan Peraturan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur(diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3491);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007  Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700) ;
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828) ;

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003
tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsian di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keja Badan
Penaggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang
Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana;

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana;

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 02 Tahunm 2012 tentang Pedoman Umum
Pengkajian Risiko Bencana;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana di jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
Nomor 3 Tahun 2010 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 57);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 57);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 tahun
2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lumajang Tahun 2012-2032;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122);

26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pengelola dan Pengembangan Hutan Kota di Kabupaten
Lumajang;
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27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 761).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG KAJIAN RISIKO
BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya

disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non
departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lumajang.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

9. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana
penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar
pembangunan daerah.

10. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk  menanggapi dampak buruk bahaya
tertentu.
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11. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

12. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

13. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau
masyarakat yang mengarah atau menyebabkan
ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi
ancaman bencana.

15. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-
area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem
koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.

16. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak
sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.

17. Peta Landasan adalah peta yang menggambarkan garis batas
maksimum keterpaparan ancaman pada suatu daerah
berdasarkan perhitungan tertentu.

18. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko
bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial
berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu  Daerah.

19. Cek Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi garis
maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan
asumsi dengan kondisi sesungguhnya.

20. Geographic Information System, selanjutnya disingkat GIS,
adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan
atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana
data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan
muka bumi.

21. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin
timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan
rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat
bencana.

22. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk
melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan
Tingkat Kerugian akibat bencana.

23. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian
dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat
Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

24. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk
memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana
suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman,
Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kajian Risiko Bencana Kabupaten
Lumajang adalah :
a. mengidentifikasi risiko bencana di kabupaten lumajang dan

menuangkannya dalam peta risiko bencana;
b. memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan

penanggulangan bencana untuk upaya pengurangan risiko
bencana;

c. menjadi landasan untuk aksi pendampingan komunitas
terpapar sebagai upaya pengurangan risiko bencana di
tingkat komunitas; dan

d. menjadi dasar dalam penyusunan aksi praktisi untuk
kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, seperti penyusunan
rencana dan jalur evakuasi, penentuan lokasi tempat tinggal
dan sebagainya.

BAB III
KONDISI KEBENCANAAN

Pasal 3

Wilayah Kabupaten Lumajang memiliki 10 (sepuluh) potensi
bencana yaitu :
a. gempa bumi;
b. tsunami;
c. banjir;
d. tanah longsor;
e. letusan gunung berapi;
f. kekeringan;
g. gelombang ekstrim;
h. cuaca ekstrim;
i. kebakaran hutan dan lahan;dan
j. banjir bandang.

BAB IV
PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 4

Dalam pengkajian risiko bencana yang kemudian digunakan
untuk dasar penyusunan peta risiko bencana dan dokumen
risiko bencana sangat tergantung pada 3 (tiga) aspek, yaitu :
a. tingkat bahaya;
b. tingkat kerentanan; dan
c. tingkat kapasitas.
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Pasal 5

(1) Peta risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
disusun berdasarkan gabungan dari indeks-indeks yang
mempengaruhi kajian risiko bencana.

(2) Nilai Indeks diperoleh dari pengolahan dan analisis data
lapangan dan sekunder dengan metode perhitungan
tersendiri.

(3) Indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas
menjadi dasar dalam memetakan tingkat bahaya, tingkat
kerentanan dan tingkat kapasitas.

(4) Indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas
terbagi dalam 3 (tiga) Kelas, yaitu :
a. rendah;
b. sedang; dan
c. tinggi.

BAB V
REKOMENDASI

Pasal 6

Rekomendasi risiko bencana diusulkan dalam upaya
penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang khusunya
untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu
5 (lima) tahun mendatang.

Pasal 7

Penguatan Kelembagaaan maupun pengembangan system
penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang mengacu
pada Indeks Ketahanan Daerah (IKD) berdasarkan hasil kajian
71 (tujuh puluh satu) Indikator ketahanan daerah.

Pasal 8

Rekomendasi pencapaian penyelenggaraan penanggulangan
bencana memuat tentang :
a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
d. penanganan tematik dan kawasan rawan bencana;
e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
g. pengembangan sistem pemulihan bencana.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di  Lumajang
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 74

PARAF KOORDINASI
Jabatan Paraf Tanggal

Pj. Sekda

Asisten

Ka. BPBD

Kabag. Hukum


